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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan maka Peneliti Menyimpulkan 2 

Hal Berikut : 

1. Peran kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam menangani aksi demonstran 

belum optimal karena masih banyak ditemukan dilapangan yakni kurangnya 

peran kepolisian dalam penindakan terhadap pelaku demonstran dan tidak ada 

uapaya pembubaran kepolisian terhadap demonstran yang tidak memiliki surat 

pemberitahuan. Kepolisian tidak menjalankan apa yang menjadi tugas 

kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu dimana Kepolisian harus 

menjaga ketertiban umum, menegakan hukum, memberikan perlindungan 

kepada masyarakat. 

2. Faktor Penghambat Polres Gorontalo Kota, kurangnya profosonalisme 

kepolisian dalam melakukan penangan terhadap para pelaku atau propokator 

dalam aksi demonstrasi itu sendiri, kondisi dilapangan dalam teori sangat 

berbeda hal inilah yang menyulitkan kepolisian dalam mengamankan 

pengunjuk rasa yang melakukan perbuatan melawan hukum. 

5.2  Saran  

1. Pihak Kepolisian diharapkan dalam melaksanan atau menangani para pengunjuk 

rasa harus bersifat bijaksana sesuai dengan motto Kepolisian Republik Indonesia 

adalah’’ Menjaga keteriban, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat’’ 
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seperti apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal, 4.’’ 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyaraka. 

2. Kepolisian diharapkan dapat menjaga emosi ketika melakukan pengawalan atau 

menjadi negosiasi dilapangan ketika terjadi aksi demonstrasi sehingga citra 

kepolisian tidak dipandang jelek dimata masyarakat. 

3. Pihak kepolisian seharusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta 

penegakan hukum terhadap para pelaku demonstran yang melakukan perbuatan 

hukum agar tidak mengulangi perbuatanya lagi. 

4. Aparat penegak hukum seharusnya juga lebih harus meningkatkan kinerjanya 

dalam kasus aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pelaku atau provokator 

yang sudah diamankan dan diproses secara propesional agar mereka tidak 

terhindar dari jeratan hukum yang ada. 

5. Apara penegak hukum seharusnya membubarkan para pengunjuk rasa yang tidak 

memiliki surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, hal ini yang 

menyebabkan akan terjadinya aksi demonstran yang melakukan perbuatan 

melawan hukum. 

6. Kepolisian diharapkan jangan bertindak nanti sudah jatuh korban dalam aksi 

demonstrasi tersebut. 
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